WALIKOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI
NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA DUMAI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (1)
huruf d Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyusun dan
mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan
Perda tentang Perubahan APBD dan rancangan Perda
tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada
DPRD untuk dibahas bersama;

b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Dacrah (APBD) yang diajukan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan
perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2019 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum
APBD serta Prioritas Dan Plafon Anggaran yang telah
disepakati bersama antara pemerintah daerah dengan
DPRD pada tanggal 9 bulan November tahun 2018;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kotamadya Tingkat II Dumai (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3839);
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Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang
Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
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dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan
Daerah Kota/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang
Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5104);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang
Tatacara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta
Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil
Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun
2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tatacara Pelaksanaan
Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan
Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5209);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang
Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 123);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang
Tambahan Penghasilan bagi Guru Pegawai Negeri Sipil;
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007
tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan
Kepala Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan
Pemerintah Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota
Dumai Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);

Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2009
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2009 Nomor 6 Seri
D);

Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016
Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 4 Tahun 2018
Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Nomor
12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota
Dumai Tahun 2018 Nomor 1 Seri D);

Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai
(Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2017 Nomor 4 Seri
E);

Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.1014/XI[/2018
Tanggal 12 Desember 2018 Tentang Hasil Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai Tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2019 dan Rancangan Peraturan Walikota
Dumai Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI

dan
WALIKOTA DUMAI



MEMUTUSKAN :

Menetapkan . PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN

2019

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagai

berikut:

1. Pendapatan Daerah Rp. 1.309.014.468.420,13
2. Belanja Daerah Rp. 1.268.884.233.483,58 (-)

Surplus/( Defisit ) Rp.

3. Pembiayaan Daerah :
a. Penerimaan Rp. 12.559.888.581,45
b. Pengeluaran Rp. 0.00 (-)

Pembiayaan Netto Rp.

40.130.234.936,55

12.559.888.581.45

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan : Rp.

Pasal 2

52.690.123.518,00

(1)  Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
a. Pendapatan asli daerah sejumlah Rp. 271.211.075.220,13
b. Dana perimbangan sejumlah Rp. 916.266.393.200,00

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah

Rp.121.537.000.000,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak daerah sejumlah Rp. 128.428.146.044,50
b. Retribusi daerah sejumlah Rp. 38.572.774.000,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yg dipisahkan sejumlah

Rp.2.397.426.187,00

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah

Rp.101.812.728.988,63

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri

dari jenis pendapatan :

a. Dana bagi hasil sejumlah Rp. 278.547.441.200,00

b. Dana alokasi umum sejumlah Rp. 451.407.124.000,00
c. Dana alokasi khusus sejumlah Rp. 186.311.828.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana yang dimaksud pada

ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
a. Hibah sejumlah Rp. 36.037.000.000,00
b. Dana darurat sejumlah Rp. 0,00

c. Dana bagi hasil pajak dari Provinsi sejumlah Rp. 85.500.000.000,00
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d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus sejumlah Rp. 0,00

e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya
sejumlah Rp. 0,00

Pasal 3
Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
a. Belanja tidak langsung sejumlah Rp. 570.348.484.999,95
b. Belanja langsung sejumlah Rp. 698.535.748.483,63

Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
terdiri dari jenis belanja :

Belanja pegawai sejumlah Rp. 560.940.715.719,95

Belanja bunga sejumlah Rp. 0,00

Belanja subsidi sejumlah Rp. 0,00

Belanja hibah sejumlah Rp. 6.255.000.000,00

Belanja bantuan sosial sejumlah Rp. 0,00

Belanja bagi hasil sejumlah Rp. 0,00

Belanja bantuan keuangan sejumlah Rp. 2.652.769.280,00
h. Belanja tidak terduga sejumlah Rp. 500.000.000,00

Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri
dari jenis belanja:

a. Belanja pegawai sejumlah Rp. 80.220.026.438,00
b. Belanja belanja barang dan jasa sejumlah Rp. 392.762.055.240,63
c. Belanja modal sejumlah Rp. 225.553.666.805,00
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Pasal 4
Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
a. Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp. 12.559.888.581,45
b. Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp. 0,00

Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis
pembiayaan :

SiLPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah Rp. 12.559.888.581,45
Pencairan dana cadangan sejumlah Rp. 0,00

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 0,00
Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp. 0,00

Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp. 0,00
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Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp. 0,00

Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari
jenis pembiayaan:

a. Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp. 0,00

b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah Rp. 0,00
c. Pembayaran pokok utang sejumlah Rp. 0,00
d

. Pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp. 0,00



Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan daerah ini, terdiri dari :
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Lampiran [

Lampiran II
Lampiran III
Lampiran IV
Lampiran V
Lampiran VI
Lampiran VII

Lampiran VIII

Lampiran IX

Lampiran X

Lampiran XI

Lampiran XII
Lampiran XIII

Ringkasan APBD;

Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah dan
Organisasi;

Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah,
Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah,
Organisasi, Program dan Kegiatan;

Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan
Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi
Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara,

Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
Daftar piutang daerah;
Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;

Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset
Tetap Daerah;

Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset
Lainnya;

Daftar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya
yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam
tahun anggaran ini;

Daftar Dana Cadangan daerah; dan

Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Dalam Keadaan Darurat dan Mendesak, Pemerintah Daerah dapat
melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selajutnya
diusulkan dalam rancangan perubahan APBD, dan/atau disampaikan
dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Keadaaan Darurat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-
kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah
dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;

b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;

Berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan

Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka
pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

Keadaan mendesak sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) mencakup:

a. Pemenuhan hak-hak penyelenggara Pemerintah Daerah;

b. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya
belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan



c. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan
kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.

(4) Tatacara pengeluaran sebagaimana yang dimaksud dengan ayat (1) dengan
terlebih dahulu merubah Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
APBD sebagai dasar penyusunan DPPA yang kemudian diusulkan dalam
Rancangan Perubahan APBD dan/atau disampaikan dalam Laporan
Realisasi Anggaran.

Pasal 7

Walikota menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 26 Desember 2018

WALIKOTA DUMAI,

ZULKIFLJAS

Diundangkan di Dumai

pada tanggal 26 Desember 2018

Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

[t L

LEMBARAN DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2018 NOMOR 2 SERI A
NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI PROVINSI RIAU (8.114.A/2018)



